
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/301/B.02/HK/2019
 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
 

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a .	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, telah dievaluasi sesuai 
dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
tentang Pajak Retribusi Izin Usaha Perikanan ; 

Mengingat 1.	 Undarig-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah ; 

3 .	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat; 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 
dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; 

Memperhatikan:Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974j1622jSJ Tanggal 21 
Februari 2019 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Retribusi Izin 
Usaha Perikanan. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR 
BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN. 



- - - - --

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Tembusan: 

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan, sebagaimana 
tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini . 

Bupati Pesisir Barat bersama DPRD Kabupaten Pesisir Barat 
segera melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, 
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur. 

Peraturan Daerah ya ng telah ditetapkan, disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Gubemur Lampung paling lama 7 
(tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 1 5 Apr i l 2 CJ 19 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. 

1. Menteri Dalam Negeri RI; 
2 . Menteri Keuangan RI; 
3 . Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat. 



--
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LAMPI RAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR : G/301/B.02/HKJ2019 
TANGGAL : 15 APRIL 2019 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
 
TENTANG RETRIBUSIIZIN USAHA PERIKANAN
 

Rumusan Raperda Rumusan PenyempumaanMateri RaperdaNo 
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et	 8s~Ws KsB~~at€l~ P€lsisir ~srat m€lmiliki s~mtlQr Qays a. bahwa Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi untuk2. Konsiderans 
keg iatan pembudidayaan ikan sehingga~€lril(a~a~ Yem~ 6a~~at 8Qrlim~a~ Qa~ ~€lt~msisl , ~Qrl~ QiQ~k~fl~Menimbang 

f;l€lmaflfdata~~ya §eJRs kQS61jalltQrasfl masysral(at Ka8~~at@~ pengelolaan yang optimal dengan memperhatikan daya dukunq 
Pesisir Qaratj dan kelestariannya; 

~ tls~\'Ia j~mICl~ ~Qr~SaRaem ya~§ 89~Qrak Qi tlie9fl§ ~QrikClRafl a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 
ei KaB~~atB~ P€lsisir ~Clr9t FQlatif B9fl)'al<, ~Qrll,j €JiQ~k~~§ @Ie~ daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan 
Silst~ ~QralWrafl ya~§ -m Q ~ ~ eM ~ r tBRt€m§ FQtr iQ~si ieiR ~ssAa daerah daam rangka meningkatkan 
~Qriks~aR yaR§ m8rl:J~9k;;m salsR satl:J sektQr ysR§ Qs~at masyarakat dan kemandirian daerah; 
mQRiR§kstka~ PQRQa~sts~ Asli DaQrs~ §l:JRs FRQFRBisyai b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
~Q~Y€lle~~~ClFaaR ~eme~Rtalla~ QaQra~ €laR mQ~i~~katka~ huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
~Qla,'aflafl kQ~aQa m9sY9rdKati Retribusi Izin Usaha Perikanan; 

c.	 tls~WEl tlQriasarka~ ~@FtimbaPl§;;m SQBa§a ima~a €limsks~€l 

€lalam lll:Jrl:Jf Q QaR Rl:Jrl;lf 8 ~61rllJ mQReta~k€m PBrat~Fa~ l;)aeraR 
tQRtElR§ Relritill:Jsi lei~ Usa~a PIilFikaRsRj 

1.	 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tanun 1945. 

3. Konsiderans 
Indonesia Tahun 1945.Mengingat 

2.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 2.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Nomer 3258) ;Nomer 3258); 
J.	 UR~afl~ URQaR~ ~J€lm€lr § TEl~~R 1QQQ tB~taR~ K@~s€lPo'asi 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

S~mller Qaya /\IaFll /:ola,'ati Qa~ Ek€lsistBm~,!9 (bemBsrClR (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
~Je§afa R€l~W8Iik IRQ€lRQSia la~~R 1QQQ N@m€lF 4Q, lam8a~aR Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 
~baFa~ ~JQ~ara Re~ijBlil< IRQtmesia ~l@m@f &41 Q)j sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 

4:	 URQaR§ UR~afl~ ~l€lm@r G Ta~~R 1QQ~ t~mtaR§ PeFairaR 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 
IRQ@RQsia (bemBara~ ~h,~ara RQ~l:lblik I~Q@~esia Ta~~R 1ggij 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia 
~J@~@r +J, lam8a~aR bQFlltilaraR NQ§ar3 R€l~ij8lik I~Q@~QSia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
~1@m@F J~47h Indonesia Nomor 5073);I 

perlu 

pelayanan 

Tahun 

tentang 

Keterangan 

5 

dilakukan 

kepada 

1981 
Indonesia 

Perikanan 

Konsiderans Menimbang diubah 

Konsiderans Mengingat: 
- Angka 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 1l, 19 

dan 20 dihapus dan disesuaikan 
dengan materi muatan raperda 

- Ang ka 18disempurnakan 
- Tambahakan PP tentang 

pelaksanaan KUHAP 
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5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Indonesia 5049); 
45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan . (Lembaran Negara Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5364); 

~ . IJI1Qal1~ IJl1eGlPl~ ~l@m@r i7 Tal':l kJ l1 :2QQ7 tQl1taFl~ PQR~QI@laaFi 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
WilavaR Pesisir Q8R ~I:llal:l PI:lltUl KQGil ~LQft'l9aFaFl ~JQ~Clra Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
RQfJkJ9lil< IFlQ@FlQsia TaRI:lFl 2QG7 ~I€~ml'r 84 , TamBiilRiilFi Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
LQmBaraFi ~IQ~ara RQ~I:lB lik IRQQFlQsia ~JQ~@r 473Q), Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
sQea~3i~al1a telCl~ Qil:lQa~ Qel1~aFl IJRQelFl~ UFlQClFl§ N@m@F 1 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Tal;lkJl1 ~G14 h;lFltaFl~ PQFllQa~ii1F1 Mas IJFlQaFl~ IJFleaFl~ ~J@FR@r Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
27 TaRilFl 2gg7 tQFltaR~ PeRijQI€ll88Fl 'PJilaya~ Pl3liiisir Qiill1 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Pl:Jlal:l Pillal:l Keeil (LemQaraR ~le§E1riil RQJlI:lBIiI< IFlQ@F1Qsia Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Ta~~m 2g14 ~J@~@r :2 TiilFI1QaRaR LQ~QariilFi ~IQ~ii1F6l RQ~I:lQlik Republik Indonesia Nomor 5679); 
IFlQ8F1Qsia~J@m@r 1i4QQ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

7. b1FlQaFl~ UReaFl§ ~IQ~€lF 17 TaRllR :;lQQi tQFltaR~ PQlaY2iFzHl Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(LQ~Q2ir2iFl ~JQ~ara ~Q~w9Iik IF-lQQFlQliiia TaRI:lF-l 2QQi ~IQR1Qr 84 , (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
TaR18eil'1a11 boQR:lQe'lFa~ ~IQ~ara ~Q~lilelik If1QQRQsiiil ~JQR:l@r Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
~ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5049); Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan 

9, UA9aFl~ 6'F1QaFl~ ~J@~@r 62 Ta~ilF1 2QQQ teFitaFl9 PQFliF1ijIolA~~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); 
80m PQF1~QI@laaP1 Lin~ku~a~ ~i~u~ (LeRlSaFan ~Je~ara 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha 
RQfiJYlllik IAQ@F1Qsi8 TaRYFI 2Q09 Nmoor 14Q, Ta~QaRaPl Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
LQFRQeiraPl ~JQ~ara RQ~liQlik IFlQQF-lQsia N@FI1€lr ~Q§g) ; Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

10, UFlQelPl~ UFlQaFl~ N€lFRQF 12 Ta~~m 2011 tEmtaPl§ PElFReQPltilkaF-l Nomor 4230) ; 
PeFatilF2iFl PQFI:lF1QelPl~ kJF1ElaA~em (bQFF19araR ~JQ§aFa RQfiJliBlik 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
IFlQ€lAQsia ta~l:JFl 2011 NQft'I€lr ai, TamB8~;;lF1 LEHl1B8F8A NQ§ariil Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
RQ~I:lBlik IFlQ@F1Qela ~J€lFR€lr §i64)j Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

11 . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Republik Indonesia Nomor 5161); 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231 , 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Usaha 
5364) ; Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1619); 
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12.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 111. 

Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 112. 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4230); 

14.	 Psrelhjra~· f2SFFl8rif.1ta~ ~J@FFl€lr ~O· tiil~~f.1 2907 tQf.1taf.1~ 

KSf.1sQPJa15i ~wmeQr gaya Ikaf.1 lb:eFFlearaf.1 NQ~elrel Re~l:JQUk 

1f.18@f.18Sia Tail~~ 2Q97 N@FFl€lr 124 i Tamea~em b:8~e8raR 

N8~iilra RQ~~Qlik IRQ@R815ia N@FFl@r 4779); 
15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

16.	 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 
Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Usaha 
Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1619); 

17,	 PQrat~raFl MQf.1tQri KQla~taf.1 aiilr;.J PQril~aRaR ~1@FFl€lr; 

P~~, 14IM~~J/2011 Ta~u~ 2011 tQfltElRg UGaha P6lrikana~ 

TaR~ka~ l~Qrita ~IQ~aFa RQ~e1Qlik IRgQRQ15ia Ta~l:JR 2G11 
NeFFl@r 32tl)i 

18.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

1g,	 PQrat~raFl gasra~ Kae~~iilteR Pesisir ~arat ~1@FFl@r 1g "tail~R 

201 ~ tQRtaR~ Pajak gaQFel~ (b:€IFFlQaraR ga€lrail KatlEl~atQR 

Pssisir ~arat Tail~IR 291~ ~J@FFl€lr 1Q, "taFFleal:laFl be~eElraR 

QaQrail Kae~~at€lR PQsisir ~arat N€lFFl€lF 1Q); 
29,	 Psrelt~raFl gaQrail Kele~~ElteR Pesisir ~arat ~J€lm€lr 22 Tal:l~R 

2018 tQRtaR~ RQtriQl:lsi Pe~eiRaFl "tertQRt~ (b:QFRearar;.J QaQFail 
KaQ~~atQF1 Pesisir ~arat Tail~R 291~ N€lFFl@F 22); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 
2017 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesisir Sarat Tahu n 2017 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 34); 



} 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 34); 

4. Diktum Memutuskan 
dan menetapkan Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 

IZIN USAHA PERIKANAN. 
BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

b'ala~ PQrahjra~ Qa@ra~ i~i ya~~ Qi~al<sl:JB QQR~aFl : 

1. QdQF61~ gQdla~ KaQl:J~atQ~ PQsisir 8drat. 
2. PQ~sri~ta~ b'asraR aealaj;;j KEl~ala QaElra~ seBa~di \JFlSYf 

~QI1)'QIQFl~~ard P@FFlQriRtaj;;j gaefaj;;j )'dR~ FFlQFFliFFl~il1 

f:)elaksaFlaaFl \JFI;lSiaR yaFl~ ~QFljaQi kElWQ~aFl~aR Qaera~ 

@too@m 

3, QeI~ati aBala~ ~w~ati PesisiF Iiilarat 
4. QQW6lFl PQ~"akilaFl Rakyat b'aQraj;;j Y'lFl~ SEllaFlj~tRYa eiSQBl:Jt 

b'PRbl aQala~ gQ"'3R PQP;'1al<il.lFl Rakyat gaQFaj;;j KaBI;l~ate~ 

Pesisir Sarat 
5-, giRdS aBdlaR QiRdS PCilrikdRaR KdSl:Jf:)ateR Pesisir Iiildrat. 
~ . Ke~ala b'iRaS dealeR KQf:)ala giRas PeFikaFlaFl KaQI;,4~ateR 

Pesisir ~arat 

7, SaQaR aBalaj;;j @rg~ BaFl/ataei FFl@Bal yaR~ FFlQrelf:)akafl 
kesatl;lafl yaFl§ FFlQlakl:Jkafl l:Jsa~a FFlael~iifl yaR~ tiQak 
FFlQ laKeikafl I;lsa~a yafl§ FFlQIiIil~ti ~ElrSElr@aR tElrQatas, IilElrSQF@aR 
k@fllaRBiter, IilQFSeF€5laR laiRflya, liilaBaR Usa~a Milik ~JQ~ara 

atd\J gaQFaj;;j BQR§dFl Ra~a B.lfl Bala~ SCilflM i1~d~e1Rj ~rFFla , 

. RsiiiR QFSel<l:Jtl;ldR , ~Qrkl:JFFllileililR , 
k@R§si, k@~Elrasl Bema IilQ ' : RisaSi ~@sial ~@Iitil< atal:J . . FFlassa @F§ d

ya~'asaRj @F§aRlsds.l: ' Q Q€H~tl;ll< \JsaRa teta~ QaR
@F§sFlisasi Y3F1§ SQjElFlIS, IQ~ a§3, 
QQRtl;l1< QdQaR lai~Flya 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
IZIN USAHA PERIKANAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Sarat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Supati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Supati Pesisir Barat 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir 

Barat. 
7. Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi , koperasi 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan , organisasi 
massa, organisasi sosial pol itik atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
Retribusi Derah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan 
Iingkungannya mulai dari praproduksi, produksi dan pengolahan 
sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu 
sistem bisnis perikanan. 

Diktum Memutuskan 
- penulisan kata "Dalam ..." 

disejajarkan dengan kata 
"Peraturan....." pada Diktum 
Menetapkan 

- Pasal 1disesuaikan dengan Pasal 
1 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 
1 UU No. 28 Tahun 2009 



~
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~. PsjaQat aBala~ ~s§awai YelR~ siQQri hJ§9S tQrtQRt~ siQi€laR§ 
Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagianR6triQysi D9+d!t-&Q&ua i~ratY+an PQrundang-uooemganuyang 10. 

QQ~ak~, 
siklus hidupnya berada diperairan. 

11. Pembudidayaan ikan adaah kegiatan untuk memelihara,
g, PlilFikaRaR a€lala~ SQmwa kQQiatelF1 )'aRQ QQr~l;IeWR§aR QQR§aR membesarkan, dan!atau membiakkan ikan serta memanen 

~QR§QI@laaR saR ~QmaF1f3atem SijmBQr€la)'a ikaR €l3Fl hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan 
1iF1~I<~R§3Imya mwlai €lari ~ra~r@sl;lksi , W@sijksi €laFl yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 
~QR§@la~aFi samfjai €l€Hl§aR ~QmaSElraR , )'aRQ €IiliilksGmakaFi menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan!atau 

8alam sl;Iaty sil5tem BisRis fjQrikaRaR, mengawetkannya. 

1G. IlEaR a8al31;1 sQQala jeRis @r§aflismQ )'aR~ sel~rl:!~ atal:! 12. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya 
melakukan pembudidayaan ikan. 

sQQa~ielR siklYS ~ i€lIJ~Rya BeFd8a 8iflQrairaR, 
11 . ~Qtiafl @FaFiQ asala~ QraR§ ~QrSe@raFiQElR 3taij k@rIOOFasi. 13. Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya 
12, K@~QF3Si a€lalal;l klJmfllJlaR @r3f1~ €IaR/ataij kekayaaFl yaR~ melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan 

tQF@~aRisasi eaik mQFI;IflakaFl Ba€l3Fl ~wkwm malJfl~R elJkaFl hidup sehari-hari. 

ea€laFl ~~Ym. 
14, Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan adalah kegiatan 

yang secara khusus mengangkut ikan hidup hasil
13. lJsa~a ~eFik;:maF1 aSElla~ SQml;l3 IJsa~a ~Q~FaR§aR at31J easaFl pembudidayaan di laut dengan menggunakan kapal untuk 

~lJklJf¥1 wfltlJk meRaRQkafl atal;l memelJ€li€la'y'akan ikaF1, memuat, mengangkut, menyimpan 
teFmels~k ke§iataR meFlyimflaR, meFl€liR~iRkaR atal;l 15. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan 
mQRQelwetkelR ik;;m wRtlJk twjlJelR kQmersii. hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk 

14- PQrWSa~aaR PeFikaRar;;J El€lalElR fleFl;lsa~aaR y;:mQ mQI3kl;lkaFl kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk 

wsaRa ~QrikemaR YGm§ €Iilal<wl,aR ele~ \fI3F~a Ne§ara RQ~I;IBlik 
tujuan komersil. 

IRQQRQsia at31;1 ~3Q3Fl I.jl:lkl;lm IFl€leflesia. 
16. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan 

usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik
1~ . PQFlaFl~ka~aR IkaR aElala~ kefJiatelR ~mt~k memfler@leR ikaR €Ii Indonesia. 

~GliF3R yaR§ ti€lal< €Ialam kQaElaaR €Iiew€li€layakElR €l8Fl§aFl 17. Usaha membudidayakan ikan adalah keg iatan untuk memelihara, 
alat atGl~ Gara a~a~wR, tElrmEls~k kQ~iataF1 yaR§ meR§§IJFlakaR membesarkan dan! atau membiakkan dan memanen hasilnya 
ka~al wRtwk ffiQmwat, meR~aR§IM, mBR)(il¥l~iilR, mBR€JiR~iRkaR , dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan , 

FRQRaR~aRi, mQFl§@la~, QaR/ata~ meFlQawQtkaRRya, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil. 

18, Ka~a l ~eFikElRElR a€lalaR I<a~al, ~BFaRw , alat a~wR§ laiRRya 18. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin 
tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang

yaFl§ Si~Q~I;IR3kaF1 ~Rtwk melal<l;ll<aR ~QRaFl§I<a~aR ikaR, bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan 
~eRQaR§k~taFl ikaR, fjeR~QlaRaR ikaR, ~QIElti~C:lR fjBRkaRaFl, €lElR dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam 
~QRQlitiaFl/8ks~l@rasi fl8FikaRaFl, izin tersebut. 

17. PQriziRaR tQrteFllw aElalElR kQQijakaR PQmQFiFltC:l~ QaeraR Qalam 19. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-

FaFlgka ~emBeriaR iziR kQ~a@a @r3FlQ ~FiBaQi ataw ea€laR yaR~ tumbuhan yang hidup diperairan (Iaut, payau, dan tawar) yang 

8imaksll€lkaFl WRtl;lk flemBil13aR, fl8R§atl;lFaR, ~QRQeR€JaliaFl 
diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk kepertuan 
industri maupun diperdagangkan.

€laR ~QR~aWaSaR atas kQ§iataFl , ~8maRfaataR Fl;laR§ l 
~eRQ§wRaaR SI;lFRBElr@aya alam, earaR§ , ~raGaFaRaj saraRa 
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atall fasilitlils t€l~bil~tll ~ll~a ~eli~Qll~~i ke~@~ti~~c3~ ll~el~ Qa~ 20.	 Pengolahan adalah usaha untuk mepertahankan/meningkatkan =1
file~ja§a l:slestaFielR :ir:1gk6R§sn. 

18,	 ~elr@t Ketr;ml~~a~ ASal selelFljWtF1)'a Qi6i~~I(c3t ~KJl, aQala~ SWFaI 
KetEirEUl~c3~ /\sal blElQrEl~ Ika~ ya~~ aklilR eikiri~ Blilik lilF1tElr 
Pr€lV iRSi, ~lllc3el ~Elll~llR Qks~€lrt QQ~~El~ ~QR€aRtel~I(El~ JQRis, 
jwmla~, ~e~ilik QElR tlljllEl~ ~eR~iri~lil~ ik.m. 

19,	 Wajis Riltrisllsi ElQElIEl~ @ra~~ WiBElQi Eltall BElQIilR )'ElR~ mQRllR4t 
~erliltllraR ~QrwR€lEl~!3 llRQc3~~ar:1 F€ltrj911S i QiwEljiekElR elRtllk 
mellilklll(lil~ ~Q~bEl)'arElR r:Eltri8l!lsi ttlr~asllk ~emWR~llt Eltall 
~Q~@t~JR~aR retriBllsi. 

2Q.	 Masa Retrisllsi aQElla~ swatll jaR~ka waktw tEirteRtll yaf1~ 

mQFllfJakaR BatEl& Wal(tll Ba~i wajib retri8llsi llRtelk 
mQma~faatkaR f3Q~iz iRaR Qlilri PQ~eriRta~ bla€lr@~ . 

21 . Retlibllsi QaerElI;;], YElR~ SeIElRjeltR~ 'a QiSeBelt RetriBllsi, aealaR 
~ll~~lltaR Qaera~ seBa!3ai f3QmB8yaraR atas jasEl stay 
f3QFRBeFia~ iziR tertQ~tleJ YElR~ kRYGWS Qise€liaka~ Q@R/atay 
Qil)eFika~ @Ie~ PQmer iRta~ QEleFa~ llRtllk kef3eRti~~a~ @raf1~ 

~r illd€li ataw BaQa~, 

22,	 ~ElFElt Pe~€lElftaraR OBjek Ret~iQllSi gClQra~ i Y3R§ sel3RjEltRyil 
€la~at €lisiR~I(at ~PQORgj El€lala~ Stolrat yar:1!3 €li~llR3ka~ tllQR 
'/'Jajis RetriBblsi wRtllk mela~@Fka~ €lata @Qjek RetriQblSi seQCl~ai 

QaSIilF P@~~~itllR§a~ €lCl~ PElmQElYClFEl~ RQtriBllsi YEl~~ terlltdf1~ 

mBRllryt PQrElturaR PQFllRQ"mg liFl€lElR§3R Ret~QliSi QasrCl/'l; 
23,	 ~elrClt tlQt@ra~ RQt~iBllS i QElQFa~ , )'dRFselaRjl:lt~YEl Q isiR~I(@t 

a~RQj a€lalc3~ Bl:lkti f3Q~BayarEl~ atc3 eJ f3Q~yet@ra~ ret~Qelsi 

)!Cl~g telal;l €lilakf:ll<aR €lQR~aR ~QR~~liRClkEl~ mrlfleJlir atall tQlaR 
€lilakllkeiR €lQ~~ElR sara lai~ kQ kas €laQrei~ m€llalleJi tem~Elt 

"QmBElyarEl~ yaR§ €litliRjwl< @IQR 8eJ"ati. 
24,	 ~I:lrat l<etQtEl"a~ Retrisllsi QaBra~ SelelRjlltRyEl QiSQQllt ~KRQ 

ElQElIEl~ SelFElt l(etQtaf3El~ yaRg mQ~Q~tElkClR BeSaFRya jllmla~ 

F6Itrisllsi )'IilR~ tQreltClR~, 

mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga 
mendapatkan manfaal yang sebesar-besarnya melalui proses 
leknologi. 

21.	 Sural Setoran Relribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang 
lelah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

22. Surat Ketelapan Relribusi Daerah yang selanjutnya di singkat 
SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan 
besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 

23.	 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah Sural Ketetapan Retribusi yang 
menenlukan jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada 
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang . 

24.	 Sural Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah Surat unluk melakukan tagihan Retribusi dan/atau 
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda 

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan 
penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, 
penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan 
penagihan Retribusi kepada Wa}ib Retribusi serta pengawasan 
penyeiorannya 

26.	 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketenluan Peraturan Perundang-undangan dan 
Retribusi Daerah. 

27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan olen penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang 
terjadi serta menentukan tersangkanya. 

28.	 Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Pesisir Bara!. 
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K9~~t~sa~ ya~~ Me~Qm~kaf1 +amQa~a~ alas Jl!lmla~ RQtriB~si 

Yef1~ tQla~ QitQta~l(a~, 

2'i. ~"fat KQtQta~af1 RetriB~si g9Qra~ leMl 8a¥aF, yaf1~ 

sQlcmj~tf1)'a Qa~iilt ijiSif1~I(iilt ~KRb'b8i a€lala~ S~Fat KQ~14t14saf1 

yaR~ mef1Qf1tElkaf1 jElmld~ KQIQ9i~a~ PQmBd)'ClFdf1 RQtriBtlsi 
Karef19 JElFRla~ Kre€lit RetriQ~si bQQi~ ~QBar Qari ~a€la 

R9triB~si ya~§ tef~""ta~~ ata14 tiQak eQ~t'lFWSf1ya tQ~~ta~~ . 

n, SUFat +a~i~aR Retri9Elsi b'dQFa~ yaR~ Qa~iilt Qisif1~IEat STRD 
iilElala~ StiFat ~f1tl!l1< mQliilktlkClf:l ta~i~a~ rett:iQElsi Qaf1/ataEl 
saRksi AQmir;:!istrasi 9Qftl~a QI:lf1~a Q9f:l/atal!l €lQf1Q9, 

2S, ~uFat KQ~l:ltElsaf1 KeQQfatiilf1 aQel9~ SWfiilt kQfj~tl!lsa~ at9s 
kQ9QFdtaf1 te~aQaJ9 ~KRb' ataEl Q€JkwmQf1 leif1 ya~~ 

Qi~QFSa~akaf1, Qiilf1 ~KRgH! yaR~ €IiajwkaR @Ie~ WajiQ Retfi9 
29. Tif1€1ak Pi€laf1a aQala~ ~QFw~akaR GElatw EJast'lr yaf:il~ ~llk@k 

Qalam mQf1jatl!l~i Pi€l9~a ~aQa ElraPl~ ¥aR~ tela~ melakwkaf:l 
~QrBElataf1 Pi9aPla atas ElasiilF filQFQ1:l9taf1 "QFtaf:l~~Elf1~ jawa8cm 
sQsQElraf1~ atas f3QFQW9taR ¥af1~ tela~ €Jilal(l:lkaR, tafji seBQI~m 

ile! meR~Qr;:!ai laFaR~af1 €Jar;:! €Iiaf1GamPlya SElatl;! ~QrQl;!ataf1 yaitl;! 
mQf1~Qf:lai fjQFt:Mltaf1 PiQaRaf1ya 8ef1€1iri. 

3G. KaG DaQFa~ a€lalCi~ kas €IaeFa~ KaBl;!fjatQf1 PQsisiF 8aFat. 

NAMA, OBJEK BABII BABII Pasal 2 disempurnakan dengan 
DAN SUBJEK NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI mengubah ayat (2) sesuai Pasal 15 
RETRIBUSI Pasal2 Pasal2 ayat (9) Permen-KP No. 

49/PERMEN-KP/2014 
(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi 

Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan oleh 
Perikanan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah. 

(2) Tata baFa filQFRQQFiCif1 iziR seQa~aimaRa €Jimaksl;!Q ~a€Ja ayat (1) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 
€litQtal'kaR €IQf1§af1 PElFat~FaR 8El~ati. penerbitan lzin Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan 

Daerah tersendiri. 
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Pasal3 Pasal3 

(1) QbjBI4 j;(€lt~ie~si lail9 Usa~a P@Fikal9al9 aeala~ e' " ~ e ., ~Qm Qnal9 12119 (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin 
: a @FcU::j~ ~FIl.lael ata~ eaeaR ~Rt~l( m8lak~kal9 k8~iatal9 kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan 

13~a a fil~l9aR~kafilal9 eal9 ~8F1ge~eisa¥aal9 ikal9 , usaha pembudidayaan ikan meliputi: 
(2) DlkQG~alll(aR eaFi @l.ljek ~8tFib~si aQala~ k .~€l 'I ! • 8~Ii~tal9 ~sa~a a. izin usaha peri kanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; 

; 19 (aRal9 ) aR~ tlsak F19Qm8FI~I(al9 iZfR I:Jsa~a fil€l~ikal9aR sosI:Jai dan 
8R~afl P8Fat~Fal9 P8FI:JfleClR~ ~m8al9§aR Yell9~ e8~ak~ , b. izin kapal pengangkut ikan, yang diterbitkan dalam bentuk 

SIKPI. 
(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk usaha 

pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan 
modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan 
teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau 
pembesaran ikan dengan lokasi pembenihan dan/atau 
pembesaran ikan di wilayah laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dan 
wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut 
lepas dan/atau kearah perairan kepulauan ;. 

(3) SIKPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kapal 
pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 
GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah administrasi 
dan beroperasi pada perairan provinsi pada tempat kabupaten 
berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing. 

(4) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf ameliputi: 
a. pembudidaya ikan-kecil; dan 
b. pemerintah , pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk 

kepentingan pelatihan dan peneliltian/eksplorasi perikanan 
(5) Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf a meliputi: 
a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan 

teknologi sederhana;dan 
b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: 

1) usaha pembudidayaan ikan di airtawar: 
a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau 
b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha. 

2) usaha pembudidayaan ikandi airpayau: 
a) pembenihan , tidak lebih dan 0,5 ha; atau 
b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha. 

3) usaha pembudidayaan ikan di air laut: 
a) pembenihan , tidak lebih dari 0,5 ha; atau 

5
 
Pasal 3 diubah sesuai Pasal 11 ayat 
(2) , Pasa 12 ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 13 serta Pasal 15 ayat (4) 
huruf a dan huruf b Permen-KP No. 
49/PERMEN-KP/2014 



3 5- - - - - - - - 1 b) pembesaran, tidak~ebih dari 2 ha. 
(6)	 Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b bagi pembudidaya ikan-kecil yang menggunakan 
kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran 
paling besar 5 (lima) GT. 

Pasal 4 Pasal4 
Pasal 4 disempumakan dengan 

(1)	 Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi (1)	 Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau mengubah ayat (2) sesuai Pasal 147 
atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari badan yang memperoleh izin us aha perikanan dari Pemerintah ayat (2) UU No28 Tahun 2009 
Pemerintah Daerah. Daerah. 

(2)	 l'J~~ek RQtFie~Gi-seQa~ai~aRa Qimaks~Q ~aQa a~at (1) aQalaR (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau 
\IJajiQ retriQ~si. Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi , termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan 

BABIV BABIVCara Mengukur Pasal 6 diubah sesuai Pasal 154 UU 
CARA MENGUKUR T1NGKAT PENGGUNAAN JASA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASATingkat No 28 Tahun 2009 

Penggunaan Jasa Pasal6 Pasal6 

T i~§kat ~eR§§~RaaR jasa llil:1itlllR§ BeFQaSarkaR fFQ!H48ASi ~QP'1QFQitaR Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan : 
iziR, jeRis ~sa~a BlJQiaa)'a eaFl/atalJ ~QRaR~ka~aR ikaFl; serta saraRa a. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar diukur 
€JaR ~rasaFaFla yaR§ Qi~~FlakaR Qalam melakul<ii1R ~l!lFl~iilWaSaR €JaR berdasarkan luas lahan dan jenis usaha yang dibudidayakan;. 
meRitfilriR~j serta ~8~QiRa3R Qalam l2eFlQFeitaR IziFl UsaRa b. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut 
l2eFil<3F1tlR Qi Iftiilayaj;q OaeFaR, diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha yang 

dibudidayakan. 
c.	 pelayanan izin usaha pengangkutan ikan diukur berdasarkan berat 

kotor kapal/Gross Tonnage (GT). 

BABVI BABVIStruktur dan Pasal 9 diubah sesuai Pasal 151 UU 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFBesarnya Tarif No 28 Tahun 2009 

Pasal9 Pasal9 

Struktur besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan(1)	 StrlJkt13F @aR Qesamya ~trie13si iZiA lJS31'la J:lBFikaFltlR
 
lJRtlJk ke~istiilR QlJQi€Ja)'iil ~e~eQS,;mlFl ikaFi aQalsR seQa~iili
 sebagai berlkut 

a. Izin usaha perikanan pembud idayaan ikan di airtawar terdiri atas: 
s, ta~eal< bJ@aR~ -R~, 3,Qgg QQQ, iRa/tR 
~ 

1.	 usaha pembenihan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol kama 
tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp... ,­8,	 k@la~ taA~a l(filFlStFlJksi -RJ:l, 3QQ,QQQ, iRa /tl:1 
(oo .)/ha;G,	 kQliil~ IHlRstrlJks i QetQR -~ ~. 3QQ .QQQ, /I;ta j~R 



I 1 I 2 I 3 

I I I €'I, kQra~Qiil R~. JQQ,QQQ ,hmitm~ 

(il ~trllktllr eaR SQSaFA~!iil F€ltriBIJsi iaiA IJGiil~tl JjQrikelAtlFl IJFltIJk 
kQ§idta ~ ~Q~tl§tlFl§tlFl ikaFl agtllaR 8QSEI§iili Berilcl;lt: 

iil. PQFl~IJFR~IJI ikcIR R~, 5Q , /1(§/~EJFl~iri~GlFl 

B. PQFl~IJFRf!lIJI IJQGlFl§ R~ . 1ijQ, /K§ Ifil15Fl~irimGlFl 

c. PQFl'lIJFRaIJI b&~BstQF Ra. 2,QQQ, !K~ laeFl~iFiFRiilFl 

Wilayah Pemungutan BABVII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

RetriBtlsi li!o iFl 
Pesisir ~tlFEIt 

blSiill;ltl PQrikGlFltlFl QifilIJFl§tlt Qi Wilaytl~ KaIHI~GltQFl 

Penagihan BABXIII 
PENAGIHAN 

Pasal17 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

BABVII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal10 

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah di tempat 
kegiatan pelayanan diselenggarakan, dalam wilayah Kabupaten Pesisir 
Barat. 

BABXIII
 
PENAGIHAN
 

Pasal17
 

(1) .. 
(2) .. 
(3) . 
(4) .. 
(5) .. 
(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat 

lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 10disempurnakan 

Pasal 17 disempurnakan dengan 
menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 
(6) sesuai Pasal 160 ayat (5) UU No 
28 Tahun 2009 
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Pasal 18 

Qala~ l1al Wajie ReltFie~si tiQal< mQmeayeJr tQ~at pa€la Wal(t~Rya 

ataw kurElPl§ FilQmesyeJr, eikQRakaR saRksi aeFiliRistr~i QQrw~a 

tQ~~FaR tQrtwlis t1iR~§a ~ePl€a819taR iziR. 

4 

Pasal 18 

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD 

BAB.... . 

PENYIDIKAN 

Pasa!. .. .. .. 

(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah 
dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan 

(3)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a.	 menerima, mencari , mengumpulkan, dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan lelas: 

b. meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah; 

d.	 memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
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Pasal 18 diubah sesuai Pasal 160 
ayat (3) UU No 28 Tahun 2009 

Tambahkan Bab baru yang mengatur 
tentang Penyidikan sesuai Pasal 173, 
Pasal 176 dan Pasal 178 UU No 28 
Tahun 2009 
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j. 1 I 2 I 3 I tugas penyidikan tindak Pi:ana dibidang Retribusi Daera~ ~ 
I I I g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memeriksa identtas orang , benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah; 

i. memanggH orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang pertu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasH penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana . 

Pasal .... 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali 
jumlah Retribusi tenutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penerimaan negara. 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

M.~
 


